
LKPD 1 

Nama Siswa :  

Kelas : IX ( Sembilan ) 

KD : Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan Negara 

sesuai Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945. 

Tujuan Pembelajaran : Melalui pembelajaran  discovery learning peserta didik dapat  

1. Menjelaskan bentuk dan kedaulatan negara  Indonesia   

2. Mampu menyusun laporan dengan benar dan penuh 

tanggungjawab. 

 

Langkah-Langkah Kegiatan :  

1. Bacalah  teks berikut!   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengertian Kedaulatan 

Kedaulatan berasal dari kata "daulat" daulat dalam bahasa Arab artinya "kekuasaan atau dinasti pemerintahan". Dan masih 

ada arti kedaulatan dalam bahasa-bahasa yang lain misalnnya ; 

1)    Istilah dari bahasa Inggris kedaulatan artinya SOUVERIGNITY. 

2)    Istilah dari bahasa Perancis kedaulatan artinya SOUVERAINETE 

3)    Istilah dari bahasa Italia kedaulatan artinya SOVRANSI 

4)    Istilah dari bahasa latin kedaulatan artinya SUPERAMUS. 

Makna dari istilah-istilah di atas kesemuanya memiliki arti "tertinggi". Jadi kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau 

kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan tertentu atau kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam suatu Negara. 

Jenis Kedaulatan 

Menurut Jean Bodin (1500 - 1590), Ada dua jenis kedaulatan yaitu: 

1.    Kedaulatan kedalam (intern), yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Pemerintah berhak 

mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya, tanpa campur tangan negara 

lain. Kedaulatan ke dalam merupakan kedaulatan yang dimiliki suatu negara untuk mengatur dan menjalankan organisasi 

negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara tersebut, dan rakyat harus patuh dan tunduk dengan 

apa yang digariskan pemerintah. 

2.    Kedaulatan ke luar (ekstern), yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara 

lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. Negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama 

dengan negara lain guna kepentingan nasionalnya. Kedaulatan ke Iuar merupakan kedaulatan yang berkaitan dengan 

wewenang untuk mengatur pemerintahan dan menjaga keutuhan wilayah suatu negara yang sepatutnya juga dihormati 

negara lain. Pelaksanaan konsep kedaulatan keluar seperti adanya hubungan diplomatik, perjanjian antarnegara, hubungan 

dagang dan sosial budaya. 

Sifat sifat kedaulatan yaitu sebagai berikut : 

1. Sifat Kedaulatan Absolut  atau Asli 

Artinya tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lain. Kekuasaan yang berasal dari rakyat adalah asli karena 

kekuasaan tersebut tertinggi. Sementara itu kekuasaan presiden berasal dari kekuasaan rakyat yang memilihnya. 

2. Permanen (tetap) 

Artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti ganti. Sifat 

kedulatan itu permanent berarti bahwa walaupun suatu negara mengadakan reorganisasi di dalam strukturnya, kedaulatan 

tersebut tidak berubah. Pelaksanaannya mungkin berganti atau badan yang memegang kedaulatan itu berganti, tetapi 

kedaulatan itu tetap. 

3. Tidak terbatas 

Artinya kedaulatan itu tidak dibatas oleh kekuasaan lain. Apabila pelaksanaanya dibatas, kedaulatan tidak lagi 

mencerminkan kekuasaan tertinggi.  Sifat kedaulatan itu tidak terbatas yang berarti meliputi setiap orang dan golongan 

yang berada dalam negara tanpa ada kecualinya. 

4. Tunggal bulat atau tidak terbagi-bagi. 

Artinya kekuasaan itu merupakan satu satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi 

bagikan kepada badan badan lainnya. Sifat kedaulatan itu tidak terbagi-bagi maksudnya bahwa kedaulatan itu 

tidak boleh dibagi-bagi kepada beberapa badan tertentu. Sebab dalam hal ini akan timbul pluralisme (keadaan 

masyarakat yang majemuk) di dalam kedaulatan. 



 

Jawblah pertanyaan berikut ini 

 Apa arti dari kedaulatan? 

 Jelaskan bentuk kedaulatan?  

 Sebutkan sifat kedaulatan?  

 

 

  



LKPD 2 

Nama Siswa :  

Kelas : IX ( Sembilan ) 

KD : Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan Negara 

sesuai Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945. 

Tujuan Pembelajaran : Melalui pembelajaran saintifik peserta didik dapat  

1.Memahami bentuk dan kedaulatan negara Indonesia dan  

2.Mampu menyajikan laporan dengan benar dan penuh tanggung 

jawab. 

 

Langkah-Langkah Kegiatan :  

Amati gambar berikut ini !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. Buatlah pertanyaan sebanyak 5 buah pertanyaan  mengenai gambar yang telah kalian lihat ! 

3. Buatlahjawaban berdasarkan pertanyaan yang telah kalian susun ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LKPD 3 

  

 

 



 

Nama Siswa :  

Kelas : IX ( Sembilan ) 

KD : Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan Negara 

sesuai Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945. 

Tujuan Pembelajaran : Melalui pembelajaran saintifik peserta didik dapat  

1. Mendeskripsikan bentuk dan kedaulatan negara  Indonesia dan  

2. Mampu menyusun laporan dengan benar dan penuh 

tanggungjawab. 

 

Langkah-Langkah Kegiatan :  

Jawabalah pertanyaan berikut  

ini! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perhatikan wacana di bawah ini 

Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI 

Sengketa Ligitan dan Sipadan, sebenarnya merupakan warisan masa kolonial antara pemerintah 

Hindia Belanda dan Inggris. Sengketa kepemilikan pulau itu tak kunjung reda, meski gejolak bisa 

teredam. Sengketa Ligitan dan Sipadan antara Indonesia dan Malaysia, kembali muncul ke 

permukaan pada tahun 1969. Tetapi, tidak ada penyelesaian tuntas sehingga kasus ini kembali 

mengambang. Lalu, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat membawa kasus ini ke 

Mahkamah Internasional pada tahun 1997. Dalam putusan Mahkamah Internasional yang jatuh 

pada tanggal 17 Desember 2002, Indonesia dinyatakan kalah, sehingga pulau Sipadan dan Ligitan 

menjadi milik Malaysia. (dari berbagai sumber)  

Dari kasus di atas, buatlah kajian mendalam dengan memperhatikan hal-hal berikut:  

1. Apa yang melatar belakangi sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Pemerintah 

Indonesia dengan Pemerintah Malaysia?  

2. Langkah-langkah kongkret apa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam 

mengatasi kasus tersebut?  

3. Mengapa Indonesia kalah dari Malaysia dalam kepemilikian pulau Sipadan dan 

Ligitan?  

4. Berkaca dari kasus tersebut, coba kalian buat usulan konkrit agar wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia tidak lepas ke negara lain atau tidak melepaskan diri 

dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ! 

 



 

1. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan?  

 

 

 

 

 

 

 

2. Jelaskan sifat-sifat kedaulatan!  

 

 

 

 

 

 

3. Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan negara?  

 

 

 

 

 

 

4. Siapa saja tokohnya?  

 

 

 

 

 

 

5. Bagaimana pembagian kekuasaan menurut Montesquieu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Bagaimana landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia?  

 

 

 

 

 

 

7. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila?  

  

 

 

 

 

 

8. Jelaskan kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi liberal dan 

sosialis/komunis!  

 

 

 

 

9. Jelaskan asas-asas pemilu di Indonesia! 

 

 

 

 

 

10. Bandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan masa Reformasi!  

 

 

 

 

 

 

 



11. Jelaskan perbedaan sistem parlementer dengan sistem semiparlementer!  

 

 

 

 

 

12. Apa tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945?  

 

 

 

 

13. Jelaskan tugas pokok presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan 

 

 

 

 

 

 

 

14. Jelaskan fungi-fungsi DPR!  

 

 

 

 

15. Jelaskan perbedaan tugas pokok Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung!  

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Bagaimana hubungan antara DPR dengan Presiden?  

 

 

 

 

17.  Bagaimana hubungan antara DPR, MK, Presiden, dan MPR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUNCI JAWABAN LKPD 

 

1. LKPD 1 

a. Apa arti dari kedaulatan? 

Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah 

kekuasaan tertentu atau kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam suatu Negara. 

  

b. Jelaskan bentuk kedaulatan?  

1. Kedaulatan kedalam (intern), yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur 

fungsinya. Pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai 

lembaga negara dan perangkat lainnya, tanpa campur tangan negara lain 

2. Kedaulatan ke luar (ekstern), yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan 

hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari 

luar. Negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain guna 

kepentingan nasionalnya.  

 

3. Sebutkan sifat kedaulatan?  

Sifat sifat kedaulatan yaitu sebagai berikut : 

1. Sifat Kedaulatan Absolut  atau Asli 

Artinya tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lain. Kekuasaan yang berasal 

dari rakyat adalah asli karena kekuasaan tersebut tertinggi. Sementara itu kekuasaan 

presiden berasal dari kekuasaan rakyat yang memilihnya. 

2. Permanen (tetap)  

Artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, sekalipun pemegang 

kedaulatan sudah berganti ganti. Sifat kedulatan itu permanent berarti bahwa walaupun 

suatu negara mengadakan reorganisasi di dalam strukturnya, kedaulatan tersebut tidak 

berubah. Pelaksanaannya mungkin berganti atau badan yang memegang kedaulatan itu 

berganti, tetapi kedaulatan itu tetap. 

3. Tidak terbatas 

Artinya kedaulatan itu tidak dibatas oleh kekuasaan lain. Apabila pelaksanaanya dibatas, 

kedaulatan tidak lagi mencerminkan kekuasaan tertinggi.  Sifat kedaulatan itu tidak 

terbatas yang berarti meliputi setiap orang dan golongan yang berada dalam negara 

tanpa ada kecualinya. 

4. Tunggal bulat atau tidak terbagi-bagi. 

Artinya kekuasaan itu merupakan satu satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang 

tidak diserahkan atau dibagi bagikan kepada badan badan lainnya. Sifat kedaulatan itu 

tidak terbagi-bagi maksudnya bahwa kedaulatan itu tidak boleh dibagi-bagi kepada 

beberapa badan tertentu. Sebab dalam hal ini akan timbul pluralisme (keadaan 

masyarakat yang majemuk) di dalam kedaulatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LKPD 2 



Jawaban terbuka 

 

3. LKPD 3 

1. Apa yang melatar belakangi sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Pemerintah 

Indonesia dengan Pemerintah Malaysia?  

Jawaban 

Yang melatarbelakangi sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara pemerintahan 

Indonesia dengan pemerintah Malaysia adalah klaim kedua negara atas kepemilikan 

dan kedaulatan terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan di lepas pantai pulau 

Kalimantan. Hal ini karena batas wilayah kedua negara di sekitar pulau ini belum 

disepakati. 

2. Langkah-langkah kongkret apa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam 

mengatasi kasus tersebut?  

Jawaban 

Kasus lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia membuat pemerintah 

mengambil sejumlah langkah kongkrit untuk mencegah hal yang sama terjadi 

kembali. Langkah-langkah kongkrit ini antara lain adalah melakukan pendataan 

ulang atas pulau-pulau terluar Indonesia yang pada faktanya banyak yang belum 

bernama. Langkah lainnya adalah melakukan kegiatan efektif di pulau-pulau terluar 

untuk menegaskan kedaulatan Indonesia secara mutlak di wilayah tersebut. 

 

3. Mengapa Indonesia kalah dari Malaysia dalam kepemilikian pulau Sipadan dan 

Ligitan?  

Jawaban 

Indonesia kalah dari Malaysia dalam kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan adalah 

karena Malaysia berhasil dalam menjaga kelestarian lingkungan pada kedua pulau 

yang dipersengketakan sebagai pelaksanaan fungsu administrasi pemerintahan 

negeri tersebut. 

 

4. Berkaca dari kasus tersebut, coba kalian buat usulan konkrit agar wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia tidak lepas ke negara lain atau tidak melepaskan diri 

dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ! 

Jawaban 

Langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan Pemerintah Pusat. diantaranya : 

 Membangun "frontyard" atau halaman depan itu dengan serius, khususnya 

dibuat sebagai kawasan khusus pariwisata laut yang dikelola BUMD/BUMN 

secara profesional agar hasil (yield) nya juga maksimal.  

 Menjadikan propinsi/kawasan perbatasan itu sebagai daerah khusus. Ini 

merupakan tugas Kemendagri, Kemenhan, dan Kementerian terkait. Daerah 

khusus perbatasan atau Propinsi khusus ini diberikan perhatian lebih.  

 Opini. Lembaga-lembaga Penelitian Nasional dan Media harus bersatu 

apabila ada opini terkait tentang wilayah negara yang akan direbut 

 Perkuat SDM Deplu. Dimasa yang akan datang ahli-ahli Hukum 

Internasional yang fasih berbahasa asing, khususnya Inggris  dikementerian 

Luar Negeri perlu untuk dikembangkan. 

  Penempatan personil TNI yang lebih banyak di daerah perbatasan. 

Banyaknya masalah perbatasan dengan negara tetangga, maka keberdaaan 

lebih banyak personil TNI adalah untuk secara nyata menjaga kedaulatan 

negara,  

 

 

 

 

 

 

 



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!  

1. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan?  

Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah 

kekuasaan tertentu atau kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam suatu Negara. 

2. Jelaskan sifat-sifat kedaulatan!  

Sifat sifat kedaulatan yaitu sebagai berikut : 

a. Sifat Kedaulatan Absolut  atau AsliArtinya tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh 

kekuasaan lain. Kekuasaan yang berasal dari rakyat adalah asli karena kekuasaan 

tersebut tertinggi. Sementara itu kekuasaan presiden berasal dari kekuasaan rakyat yang 

memilihnya. 

b. Permanen (tetap)  

Artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, sekalipun pemegang 

kedaulatan sudah berganti ganti. Sifat kedulatan itu permanent berarti bahwa walaupun 

suatu negara mengadakan reorganisasi di dalam strukturnya, kedaulatan tersebut tidak 

berubah. Pelaksanaannya mungkin berganti atau badan yang memegang kedaulatan itu 

berganti, tetapi kedaulatan itu tetap. 

c. Tidak terbatas 

Artinya kedaulatan itu tidak dibatas oleh kekuasaan lain. Apabila pelaksanaanya dibatas, 

kedaulatan tidak lagi mencerminkan kekuasaan tertinggi.  Sifat kedaulatan itu tidak 

terbatas yang berarti meliputi setiap orang dan golongan yang berada dalam negara 

tanpa ada kecualinya. 

d. Tunggal bulat atau tidak terbagi-bagi. 

Artinya kekuasaan itu merupakan satu satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang 

tidak diserahkan atau dibagi bagikan kepada badan badan lainnya. Sifat kedaulatan itu 

tidak terbagi-bagi maksudnya bahwa kedaulatan itu tidak boleh dibagi-bagi kepada 

beberapa badan tertentu. Sebab dalam hal ini akan timbul pluralisme (keadaan 

masyarakat yang majemuk) di dalam kedaulatan. 

 

3.  Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan negara?  

Jawaban 

 Teori Kedaulatan Tuhan.Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan 

pemerintah mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Menurut teori ini, 

sesungguhnya segala sesuatu yang terdapat di alam semesta berasal dari Tuhan. 

 Teori Kedaulatan negara 

Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber 

atau asal kekuasaan yang dinamakan kedaulatan itu ialah negara. Negara sebagai 

lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa, dengan sendirinya memiliki kekuasaan. 

Jadi, kekuasaan negara ialah kedaulatan negara yang timbul bersamaan dengan 

berdirinya negara. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Siapa saja tokohnya?  

Pelopor- pelopor teori kedaulatan Tuhan, antara lain adalah Augustinus, Thomas Aquino, 

dan Friedrich Julius Stahl. 

Peletak dasar teori kedaulatan negara, antara lain Paul Laban, George Jellinek, dan Hegel. 

5. Bagaimana pembagian kekuasaan menurut Montesquieu?  

Montesquieu, beranggapan bahwa kehidupan bernegara dapat terptur dengan baik, 

sebaiknya kekuasaan dibagi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudik'atif. 

6. Bagaimana landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia?  

Landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia adalah Pancasila. 

Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki 

peran penting dalam kedaulatan negara Republik Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila 

yang sudah dicetuskan secara maksimal oleh para founding father kita dan ditujukan untuk 

memecahkan segala permasalahan bangsa Indonesia. 

 

7. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila?  

Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandanan hidup 

atau falsafah hidup bangsa Indonesia ang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia 

sendiri 

 

8. Jelaskan kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi liberal dan 

sosialis/komunis! 

Kelebihan demokrasi pancasila dibandingkan dengan demokrasi liberal dan sosialis atau 

komunis yaitu : 

1) Dalam demokrasi Pancasila terdapat keseimbangan antara kepentingan pribadi dan 

kepentingan bersama atau kepentingan negara. 

2) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dan baru kemudian menggunakan suara 

terbanyak. 

3) Tidak ada golongan mayoritas (kuat) menguasai atau menindas golongan minoritas 

atau golongan yang lemah. 

4) Terhadap mereka yang tidak menyetujui rancangan keputusan tetap, dihargai sebagai 

golongan yang berinisiatif maupun kreatif, sepanjang masih cinta terhadap 

Pancasila, bangsa, dan negara. 

5)  Hak rakyat diakui dan dihargai. 

 

9. Jelaskan asas-asas pemilu di Indonesia! 

Asas Pemilu di Indonesia adalah LUBER JURDIL. Maksud dari LUBER JURDIL adalah :   

1) Langsung 

Dilakukan secara Individu dan tidak boleh diwakilkan. 

2) Umum     

Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga selama memiliki hak suara. 

3) Bebas       

Pemilihan dilakukan secara bebas tanpa ada intervensi dari pihak lain. 

4) Rahasia    

Keputusan pemilihan suara bersifat tertutup dan hanya boleh diketahui oleh pemilih 

itu sendiri. 

5) Jujur         



Jalannya Pemilu harus dilakukan secara apa adanya dan tidak ada tindak 

kecurangan. 

6) Adil           

 Baik dari peserta, pemilih, dan penyelenggara Pemilu mendapatkan keadilan dan 

persamaan perlakuan. 

 

10. Bandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan masa Reformasi!  

A. Masa Orde Baru 

Masa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998.  

Berikut ini pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru. 

1. Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan 

Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat. 

2. Ciri umum demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut: 

a) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. 

b) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 

c) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain 

d) Selalu diliputi semangat kekeluargaan. 

e) Adanya rasa tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah. 

f) Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 

g) Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada 

Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 

3. Pelaksanaan demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut: 

a) Masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat ciri-ciri umum. 

Kekuasaan presiden begitu dominan baik dalam suprastruktur politik. 

b) Banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya. Ini 

mengakibatkan negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang 

berkepanjangan. 

B. Masa Reformasi   Berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Ciri-

ciri umum demokrasi Pancasila masa Reformasi, seperti yang tercantum pada 

demokrasi Pancasila. Selain itu juga lebih ditekankan pada : 

a) Penegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai 

lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan. 

b) Pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif. 

c) Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi, dan program parpol 

yang multipartai. 

 

11. Jelaskan perbedaan sistem parlementer dengan sistem semiparlementer!  

Perbedaan sistem Parlementer dengan sistem semi Parlementer adalah : 

Parlementer = Kepala Negaranya adalah seorang Raja atau Ratu, Perdana Menteri sebagai 

Kepala Pemerintahan, serta antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi satu. 

Semi Parlementer = Kepala Negaranya adalah Presiden, Perdana Menteri sebagai Kepala 

Pemerintahan, serta antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi satu. 

 

 

 



12. Apa tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945?  

Tugas dan wewenang MPR diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, bahwa MPR (1) berwenang 

mengubah dan menetapkan UUD, (2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan (3) 

hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya 

menurut UUD. 

13. Jelaskan tugas pokok presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan!  

Tugas Presiden sebagai Kepala Negara tercantum dalam peraturan Undang-Undang Dasar 

1945 sebagai berikut : 

a) UUD 1945 Pasal 10: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan 

Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 

b) UUD 1945 Pasal 13 ayat 1: Presiden mengangkat duta dan konsul. 

c) UUD 1945 Pasal 13 ayat 3: Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

d) UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 

dan kepercayaannya itu 

e) UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan 

sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara 

serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 

penyelenggaraan pendidikan nasional 

f) UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di 

tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara 

dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 

g) UUD 1945 Pasal 32 Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah 

sebagai kekayaan budaya nasional. 

h) UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 

negara. 

i) UUD 1945 Pasal 34 Ayat 2: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

dengan martabat kemanusiaan 

j) UUD 1945 Pasal 34 Ayat 3:  Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak 

 

Tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tertuang dalam peraturan 

perundangan-undangan sebagai berikut :   

 UUD 1945 Pasal 4 ayat 1: Presiden Republik Indonesia memegang 

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 

 UUD 1945 Pasal 5 ayat 2: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk 

menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 

 UUD 1945 Pasal 17 ayat 2: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan 

oleh Presiden. 

 UUD 1945 Pasal 18B Ayat 1: Hubungan wewenang antara pemerintah pusat 

dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan 

kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan 

kekhususan dan keragaman daerah 



 UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2: Hubungan keuangan, pelayanan umum, 

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras 

berdasarkan undang-undang. 

 UUD 1945 Pasal 20 Ayat 4: Presiden mengesahkan rancangan undang-

undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 

 UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2: Rancangan undang-undang anggaran 

pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Daerah. 

 UUD 1945 Pasal 23F Ayat 1: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. 

 UUD 1945 Pasal 24A Ayat 3: Calon Hakim Agung diusulkan Komisi 

Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan 

dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden 

 UUD 1945 Pasal 24B Ayat 3: Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan 

oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

 UUD 1945 Pasal 24C Ayat 3: Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan 

orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan 

masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. 

 UUD 1945 Pasal 28I Ayat 4: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah. 

 UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2: Setiap warga negara wajib mengikuti 

pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya 

 UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3: Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang 

 UUD 1945 Pasal 31 Ayat 5: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa 

untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

 

14. Jelaskan fungi-fungsi DPR!  

Fungsi DPR ditegaskan dalam Pasal 20A (1) UUD 1945, bahwa 

 DPR memiliki fungsi legislasi, 

Fungsi legislasi DPR antara lain diwujudkan dalam pembentukan undang-undang bersama 

Presiden. 

Fungsi anggaran DPR berupa penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara yang 

diajukan Presiden.ungsi anggaran 

Fungsi pengawan 

Fungsi pengawasan DPR dapat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, 

pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan 

pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945. 



 

15. Jelaskan perbedaan tugas pokok Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung!  

Perbedaan tugas pokok Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah 

Mahkamah Agung berwenang melakukan sidang Kasasi, Peninjauan Kembali, dan uji 

materi peraturan di bawah Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan sidang sengketa pemilihan umum, dugaan 

pelanggaran presiden, dan uji materi peraturan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang 

 

16. Bagaimana hubungan antara DPR dengan Presiden?  

Hubungan antara Presiden dengan DPR adalah Presiden dengan DPR memiliki hubungan 

dalam rangka menjalankan hak legislasi, dimana DPR bersama dengan Presiden bersama-

sama melakukan pembentukan, pembahasan, pengubahan, serta penyempurnaan Rancangan 

Undang-Undang yang nantinya dapat menjadi Undang-Undang Dasar. 

17. Bagaimana hubungan antara DPR, MK, Presiden, dan MPR?  

Semua hubungan antar lembaga Negara Republik Indonesi di atur dalam UUD 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR PENILAIAN 

 

1. Penilaian spiritual 

No Nama Siswa 

Berdo’a 

Sebelum dan 

Sesudah 

Belajar 

Memberi pada Saat 

Awal Pembelajaran 

dan Akhir 

Pembelajaran 

Mengucap Syukur 

ketika Berhasil 

Mengerjakan 

Tugas 

Total 

Skor 
Predikat 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1   

1 Adam Surya E               

2 Anisah               

3 Anwar Sanusi               

4 Aryanti               

5 Efi Sulistiawati               

6 Egi               

7 Febriyanti               

8 Komalasari               

9 Sakum               

10 Siti Hasanah               

11 Siti Sepiya               

 

Keterangan: 

4 : selalu, apabila selalu melakukan pernyataan 

3 : sering, apabila sering melakukan pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan 

2 : kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering melakukan 

1 : tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Penilaian sosial 

No Nama Siswa 

Perubahan Tingkah Laku 

Disiplin Kerjasama Sportivitas 

BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 

1 Adam Surya E             

2 Anisah             

3 Anwar Sanusi             

4 Aryanti             

5 Efi Sulistiawati             

6 Egi             

7 Febriyanti             

8 Komalasari             

9 Sakum             

10 Siti Hasanah             

11 Siti Sepiya             

Keterangan: 

1. BT : Belum Terlihat 

2. MT : Mulai Terlihat 

3. MB : Mulai Berkembang 

4. SM : Sudah Membudaya 

 

3. Penilaian pengetahuan 

a. Latihan  soal LKPD 1 

Jumlah  soal ada 3 

Setiap soal yang benar bernilai 33,3,Skor maksimal 100 

Nilai =  
𝐽𝑢𝑛𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100 

b. Latihan  memahami gambar dalam LKPD 2 

Jumlah soal ada minmal 5 

Setiap soal yang benar bernilai 20,Skor maksimal 100 

Nilai =  
𝐽𝑢𝑛𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100 

c. Latihan soal dalam LKPD 3 

A. Jumlah soal a ada 5 

Setiap soal yang benar bernilai 20,Skor maksimal 100 

Nilai =  
𝐽𝑢𝑛𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100 

B. Jumlah soal ada 17 

Setiap soal yang benar bernilai 17 Skor maksimal 100 

 Nilai =  
𝐽𝑢𝑛𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100 

 

 

 

 



4. Penilaian keterampilan 

Keterampilan siswa dalam mengamati gambar 

No Nama Siswa 
KD 3.3 KD 4.3 Disiplin 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 Adam Surya E             

2 Anisah             

3 Anwar Sanusi             

4 Aryanti             

5 Efi Sulistiawati             

6 Egi             

7 Febriyanti             

8 Komalasari             

9 Sakum             

10 Siti Hasanah             

11 Siti Sepiya             

 

Kriteria penilaian: 

Aspek Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Pendampingan 

(1) 

 (KD 3.3)     

(KD 4.3)     

Disiplin     

 


